
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROWNSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 04 TAHUN 2011

TENTANG•
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2011-2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang a .  b a h w a  d a l a m  r a n g k a  member ikan a r a h  b a g i  s e l u r u h
pemangku kepentingan balk Pemerintah, Pemerintah Daerah,
masyarakat maupun dunia usaha di dalam mewujudkan cita-
cita d a n  t u j u a n  p e m b a n g u n a n  d a e r a h  y a n g
berkesinambungan, se r ta  sebagai pedoman bag i
jajaran pemerintahan daerah dalam menentukan p r i o r i t a
program d a n  kegiatan tahunan yang  akan  dibiayai d a n
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah perlu d i s i n  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

• b. b a h w a  Gubernur Sulawesi Tengah Periode 2011-2016 telah,
terpilih sehingga visi,  m i s i  clan program Grubernur per lu
dijabarkan d i  da lam Peraturan Daerah tentang Pencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

c. b a h w a  berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) h u r u f  e
Undang-Undang N o m o r  3 2  T a h u n  2 0 0 4  t e n t a n g
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah d iubah terakhir
dengan Undang -Undang Nomor 1 2  Tahun  2008 tending
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 2  Ta l t i m
2004 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah di tetapkan dengan Peraturan
Daerah;

d. b a h w a  berdasarkan pertimbangan sebagimana d imaksud
dalam h u r u f  a, h u r u f  b ,  d a n  h u r u f  c  per lu  menetapkan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun  2011-
2016;

Mengingat :  1 .  Pasal 1 8  ayat  (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 13  Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi
Tengah dan Daerah Tingkat 1  Sulawesi Tenggara dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara-Tengah dan
Daerah Tingkat 1  Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran.
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7)  menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1964 Nomor 9 4 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2687); .

3. Undang-Undang Nomor 2 5  Tahun  2 0 0 4  tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan. Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2 0 0 4  Nomor 104 ,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara 'Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 12S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437).  sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran. Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata C a r a  Penyusunan, Pengendalian d a n  Eva luas i
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 4  Tahun 2 0 1 0
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8  Tahun
2008 tentang Ta ta  C a r a .  Penyusurian, Pengendalian d a n
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 06  Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Sulawesi Tengah Ta h u n  2005-2025  (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGX4 MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHLMT 2011-2016.

BAB I '
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
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3. Pemer in tah  Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelefiggara Pemerintahan Daerah.

4. G u b e r n u r  adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5. B a d a n  Perencanaan Pembangunan Daerah, y a n g  selanjutnya d isebut

BAPPEDA ada lah  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah.

6. R e n c a n a  Pembangunan Jangka  Menengah Daerah,  y a n g  selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan u n t u k  periode 5  (lima)
tahun Provinsi Sulawesi Terigah Tahun 2011-2016.

7. R e n c a n a  Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan u n t u k  periode 1  (satu) tahun.

8. V i s i  adalah rumusan umum nacn k e a d a a n  yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

adalah r u m u s a n  u m  u ;  I n c  agenai upaya-upaya y a n g  a k a n
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

10. Strategi.adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.

11. Kebijakan adalah arah .atau tindakan yang, diambil oleh Pemerintah Daerah
untuk mencapai tujuan.

12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dileiksanakan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinir oleh instansi Pemerintah.

BAB II
KEDUDUKAN RPJMD

Pasal 2
(1) R P J M D  disusun berdasarkan visi, misi dan program Gubernur.

(2) R P J M D  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi
sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodir berbagai aspirasi untuk
jangka 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahun transisi ke depan sebagai upaya
untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki dan mengupayakan
sumber daya lain un tuk  pelaksanaan program pembangunan dan un tuk
mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan.

BAB III
DOKUMEN RPJMD

Pasal 3
(1) Dokurneyri RPJMD disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

a. B A B  I  :  PENDAHULUAN;
b. B A B  . I I  :  GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
c. B A B  I I I  :  GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;
d. B A B  ' IV  :  ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS;
e. B A B  V  :  VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
1. B A B  V I  S T R A T E G I  DAN ARAH KEBIJAKAN;
g. B A B  VII K E B I J A K A N  U M U M  D A N  PROGRAM PEMBANGUNAN

DAERAH;
h. B A B  VIII :  INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG

DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN;
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BAB IV .
PENYUSUNAN RKPD TAHUN PERTAMA

PERIODE GUBERNUR BERIKUTNYA

Pasal 4
Gubernur yang sedang memimpin pada tahun terakhir pemerintahannya wajib
menyusun RKPD u n t u k  tahun  pertama periode Pemerintahan Gubernur
berikutnya dengan mengacu kepada RPJMD ini.

Pasal 5
RKPD sebagaimana d imaksud  dalam Pasal 4  digunakan sebagai pedoman
untuk meny-usun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi tahun
pertama periode pemerintahan Gubernur berikutnya.

BAB V
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6
(1) RPJMD  dapat diubah dalam hal :

a. hasi l  pengendalian d a n  eva luas i  menun jukkan  b a h w a  p roses
perurnusan dan materi muatan yang dirumuskan dalam RPJMD belum
sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan,

b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
c. merugikan kepentingan Nasional.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  b
mencakUp karena :
a. bencana alam;
b. goncangan politik;
c. 'crisis ekonomi;
d. konRik sosial budaya;
e. gangguan keamanan;
f. pemekaran daerah; atau
g. perubahan kebijakan nasional.

Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c; apabila bertentangan dengan. kebijakan nasional.

(3)

Pasal 7
Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah•tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi yang menjadi acuan penyusunan RPJMD i n i  setelah ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah terdapat materi muatan yang harus disesuaikan
dilakukan perubahan RPJMD.

Pasal 8
Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud da lam Pasal 6  d a n  Pasal 7
ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedonaan pacla ketentuan
peraturan peruridang-undangan.

Pasal 9
Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capa ie  sasaran tahunan
tetapi t i d a k  mengubah ta rget  pencapaian• sasaran a k h i r  pembangunati
menengah, . penetapan perubahan RPJMD di tetapkan dengan Peraturan
Gubernur.



Pasal 10

Pada saat  Peraturan Daerah i n i  mula i .  berlaku, Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2006 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal. diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah in i  dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah.

Ditetapkan d i  Palu
pada tanggal 22  November 2011

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
Pada tanggal 22 November 2011

ffSEKRETARIS DAERAH PROVINSlip
SULAWESI TENGAH,

k R A I S  LAMANGKONA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2011 NOMOR : 24


